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ABSTRAK

Judul Skripsi “FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA DETUBELA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
DESA” disusun oleh Petrus Yordius Logo. NIM: 2022110812

Berdasarkan penelitian penulis di Desa Detubela, terlihat Badan
Permusyawaratan Desa Detubela belum melaksanakan fungsi merumuskan dan
pembuatan peraturan desa secara baik dan benar sebagaimana di amanatkan dalam
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur
mengenai fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan pasal
tersebut, BPD mempunyai tiga fungsi utama di dalam pemerintahan desa:
membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan
pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Badan Permuywaratan Desa di Desa
Detubela dalam pembuatan peraturan Desa Detubela Nomor 3 Tahun 2024 tentang
anggaran pendapat dan belanja Desa, telah menimbulkan keseimpangsiuran dalam
pengelolaan dan penggunaan dana desa.

Badan Permusyawaratan Desa Detubela belum pernah “melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa”, sebagaimana yang tertera dalam
Aturan Turunan Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang Ketentuan
pelaksanaan Undang-Undang Desa yang menegaskan bahwa tugas dan
kewenangan BPD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa,
Peraturan Kepala Desa, dan APBDesa.

Faktor penyebab sehingga belum berjalannya fungsi Badan
Permusyawartan Desa di Desa Detubela dalam merumuskan dan pembuatan
peraturan desa bersama kepala desa, yakni antara lain : Kurangnya sumber daya
manusia karena rata-rata pengurus Badan Permusyawaratan Desa di Desa Detubela
berpendididkan sekolah dasar, kurangnya pengalaman dalam membuat suatu
peraturan desa di badan pengurus dan anggota Badan Permusyawaratn Desa di
Detubela,dan kecendrungan BPD Desa Detubela Dalam Menganut Pola
Kepemimpinan Yang Berorintasi pada kekuasaan,sebetulnya BPD salah satu
pemakut adat setempat atau bahasa setempat Mosa Laki.

Berdasarkan uraian tersebur diatas, disimpulkan bahwa Badan
Permusyawaratn Desa di Desa Detubela belum berperan dalam fungsi merumuskan
dan pembuatan peraturan desa karena belum dilakukan perubahan atas peraturan
desa dimaksud, dan juga belum membuat peraturan-peraturan sesuai aspirasi
masyarakat Desa Detubela.

Kata Kunci: Fungsi, Badan Permusyawaratan, Peraturan Desa
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ABSTRACT

The title of the thesis is "THE FUNCTION OF THE VILLAGE
CONSULTATIVE BODY (BPD) IN THE FORMULATION OF VILLAGE
REGULATIONS IN DETUBELA VILLAGE: AN ANALYSIS BASED ON
LAW NUMBER 3 OF 2024 CONCERNING VILLAGES." written by Petrus
Yordius Logo. NIM: 2022110812

Based on the author's research in Detubela Village, it is evident that the Detubela
Village Consultative Body (BPD) has not effectively or correctly carried out its role
of formulating and enacting village regulations, as mandated by Article 55 of Law
Number 3 of 2024 (the Second Amendment to Law Number 6 of 2014 concerning
Villages). This article outlines the three primary functions of the BPD within village
governance: discussing and agreeing upon draft village regulations with the Village
Head; accommodating and channeling the aspirations of the village community;
and overseeing the performance of the Village Head. The BPD's enactment of
Detubela Village Regulation Number 3 of 2024 concerning the Village Budget
(APBDesa) has resulted in confusion and disorder regarding the management and
utilization of village funds.

Furthermore, the Detubela Village BPD has never "conducted oversight of the
implementation of village regulations,” a duty stipulated in the implementing
regulations—specifically Ministry of Home Affairs Regulation Number 110 of
2016 concerning the Implementation of the Village Law. This regulation affirms
that the BPD's duties and authority include overseeing the implementation of
Village Regulations, Village Head Regulations, and the Village Budget
(APBDesa). The factors hindering the Village Consultative Body (BPD) in
Detubela Village from effectively carrying out its function of formulating and
enacting village regulations alongside the village head include: a lack of human
resources, as most BPD members in Detubela Village have only an elementary
school education; a lack of experience among the board and members regarding the
drafting of village regulations; and a tendency for the Detubela Village BPD to
adopt a power-oriented leadership style—despite the fact that the BPD is, in reality,
one of the local customary leadership entities (known locally as *Mosa Laki*).
Based on the above, it is concluded that the Village Consultative Body in Detubela
Village has not yet fulfilled its role in formulating and enacting village regulations;
this is because no amendments have been made to existing regulations, nor have
new regulations been drafted to reflect the aspirations of the Detubela Village
community.

Keywords: Function, Consultative Body, Village Regulations.
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